BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa

kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain sebagai berikut:

1. Peran polisi dalam memberikan perlindungan hokum terhadap
anaks udah dirasa efektif namun belum maksimal. Maka dalam
menjalankan tugas dan fungsinya maka polisi bekerja sama
dengan LPA. Peran LPA dalam menangani anak sebagai saksi
korban dalam tindak pidana kekerasan seksual dilakukan
melalui 3 (tiga ) aspek:

a. Aspek Yuridis

b. Aspek Psikologis

c. Aspek Medis

2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam pe meriksaan anak
sebagai saksi korban diantaranya
a. Dalam proses penyidikan keterangan anaksering kali susah

dimengerti dan keteranganya cenderung berbelit-belit.

b. Keterangan dari anak tidak konsisten, keterangan dari anak
hari ini terkadang berbeda dengan keterangan hari
berikutnya.

c. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual
cenderung diam, menutup diri

d. Kondisi fisik anak tidak stabil atau depresi

53



54

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, telah
cukup banyak, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Namun dalam hal perlindungan anak sebagai saksi
masih mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.b Berdasar hal tersebut
perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dalam hal perlindungan anak sebagai
korban, agar lebih lebih terjaminnya perlindungan hak-hak anak
sebagai korban dalam kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual.

2. Perlu adanya sosialisasi dalam hal adanya peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, halini agar seluruh
aspek masyarakat baik keluarga dan saudara dapat mengetahui terkait
dengan adanya perlindungan-perlindungan terhadap anak, sehingga
nantinya apabila terjadi adanya pelanggaran dalam perlindungan hak-

hak anak dapat segera melapor kepada pihak yang berwenang.
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